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Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut 

mengenai Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan 

Daerah berpedoman pada kebijakan umum tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang 

Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga 

perlu diganti.  

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, 3. Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 

2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 

Kendaraan Perorangan Dinas, 7. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik 

Daerah. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan 

Umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang Milik 

Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang 

Milik Daerah; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; 

Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; 

Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; 

Penatausahaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 

Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BLUD; Barang Milik 

Daerah Berupa Rumah Negara; Ganti Rugi Dan Sanksi; 

Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup. 
 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 23 Februari 2026. 

- Mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004. 

- 59 hlm + lamp 16 hlm. 

 


